BAB V

PENUTUP

51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti
mendapat kesimpulan bahwa:

1 Selama ini PT. Tanto Karya Utama masih memberikan natura kepada
karyawan berupa voucher pulsa, voucher belanja, dan sembako. Selain itu
perusahaan memiliki penerapan perencanaan pajak dalam perhitungan PPh
21 yakni dengan hanya melaporkan sebesar sesuai UMK (Upah Minimum
Kota) dari total penghasilan karyawan tiap bulannya dan sisanya dianggap
sebagai natura, yang sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan perundang-
undangan perpajakan yang ada.

2. Perencanaan pajak pada perusahaan PT. Tanto Karya Utama dapat
diterapkan dengan menyesuaikan pelaporan PPh pasal 21 dengan

perundangan perpajakan yakni menyesuaikan komponen gaji pada PPh 21

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dengan komponen gaji karyawan yang sesungguhnya. Tentunya metode
tersebut akan membuat beban gaji karyawan bertambah sehingga dapat

menekan laba dan pajak perusahaan, namun metode ini akan membuat

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

c
©
X
©
c
3
v
g
5
g
o
I
]
o
v
o
:
[
o
g%
°
g
w
ol
=
v
—
v
=
c
2
c
©
T
x
©
1]
3
a
—~
[
o
s
2
£
2
E
3
=
S
x

perusahaan mengeluarkan biaya tambahan pada beban asuransi, karena

perusahaan harus mendasarkan perhitungan JHT, JP, JKN sesuai gaji

sesungguhnya karyawan.
3. Perencanaan pajak di PT. Tanto Karya Utama dapat juga dapat diterapkan

dengan cara mengalokasikan atau merubah natura menjadi tunjangan
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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karyawan sehingga dapat diakui dalam pelaporan keuangan fiska, selainitu
untuk gaji pokok dapat dilaporkan sesuai UMK Surabaya 2018, yakni
3.583.313 dan sisanya dialokasikan menjadi tunjangan, sehingga tidak akan
mempengaruhi JHT, JP, dan JKN, yang berarti perusahaan tidak perlu
mengeluarkan biaya lebih pada beban asuransi.

Hasil dari perencanaan pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan perundang-
undangan perpajakan antara lain adalah tidak terjadinya koreksi fiskal pada
beban gaji, sehingga beban gaji karyawan bertambah senilai 1.150.695.342 ,
namu perusahaan perlu menambah biaya padda beban asuransi senilai
30.016.036, sehingga beban asuransi bertambah senilai tersebut. Laba
sebelum pajak penghasilan perusahaan pun berkurang senilai 1.180.711.378
dan beban pajak penghasilan berkurang senilai 295.318.499 yakni menjadi
2.841.318.499, serta Kredit PPh Pasal 21 menjadi senilai 21.419.900.
Hutang PPh Badan setelah dikurangi kredit pajak PPh 21 adalah
2.819.898.599. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 ini dapat menghemat
hutang pajak senilai 316.597.745 atau sebesar 10,09%.

Sedangkan hasil dari perencanaan pajak dengan mengalokasikan atau
merubah natura dan sebagian gaji pokok ke dalam tunjangan adalah tidak
terjadinya koreksi fiskal pada beban gaji, sehingga beban gaji akan
bertambah 1.180.295.342 sehingga laba sebelum pajak penghasilan juga
berkurang senilai tersebut dan beban pajak penghasilan berkurang senilai
295.073.836 menjadi 2.841.422.508, serta kredit PPh Pasal 21 meningkat
menjadi 27.697.850. Beban asuransi tidak ada perubahan, baik dari laporan

keuangan komersial ataupun dari laporan keuangan fiskal PT. Tanto Karya
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Utama. Hutang PPh Badan setelah dikurangi kredit pajak PPh 21 adalah
2.813.724.658. Perencanaan pajak ini dapat menghemat hutang pajak

perusahaan senilai 322.771.686 atau sebesar 10,29%.

o
[N

Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempunyai saran

sebagai berikut:

1 PT. Tanto Karya Utama perlu mengkaji ulang penerapan perencanaan
pajak PPh Pasal 21 yang selama ini telah diterapkan di perusahaan, karena
perencanaan yang dilakukan sekarang tidak membuat hutang pajak
perusahaan mengecil, namun membuat hutang pajak perusahaan semakin
membesar karena terjadinya koreksi fiskal natura di dalam beban gaji
karyawan yang membuat laba perusahaan dan PPh badan perusahaan
meningkat.

2. PT. Tanto Karya Utama sebaiknya merubah pemberian natura berupa

voucher pulsa, voucher belanja, ataupun sembako menjadi pemberian

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

tunjangan, karena dengan demikian dapat diakui secara fiskal oleh pajak,
sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan

komersial perusahaan.
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3. PT. Tanto Karya Utama sebaiknya melaporkan semua komponen gaji

karyawan dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai, karena jika

tidak demikian maka akan berpengaruh kepada bukti potong yang akan
diterima karyawan, yang berarti akan terjadi selisih antara gaji karyawan

sesungguhnya dengan yang akan mereka laporkan pada SPT Tahunan.



72

4. PT. Tanto Karya Utama sebaiknya menerapkan perencanaan pajak dengan
merubah pemberian natura dan sebagian gaji gokok menjadi pemberian
tunjangan. Perencanaan tersebut merupakan perencanaan pajak PPh 21
yang paling tepat untuk saat ini dengan tingkat efisiensi paling tinggi untuk

PT. Tanto Karya Utama, yakni 10,29%.

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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